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 Perumusan kebijakan pendidikan sangat penting untuk dilaksanakan agar 

tujuan pendidikan yang telah disusun dapat dicapai secara maksimal. Untuk 
merumuskan kebijakan pendidikan maka perlu diketahui model-model 

perumusan kebijakan pendidikan tersebut.  Tujuan penulisan artikel ini adalah 

untuk mengkaji dan menginformasikan model formulasi kebijakan pendidikan 

agar dapat dijadikan solusi dalam melahirkan kebijakan pendidikan. 

Metodologi penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Penulisan artikel 

ini dilakukan dengan mengkaji sebanyak 26 artikel nasional yang berhubungan 

dengan kebijakan pendidikan yang terdapat pada database google scholar.. 

Dari hasil pengkajian ditemukan beberapa model perumusan kebijakan 

pendidikan yaitu model kelembagaan, model sistem, model 

penyelidikan,model elit, model rasional, model inkrementalis, model analisis 

kebijakan, dan  model pendekatan implementasi kebijakan publik. Pengkajian 

ini juga menemukan bahwa model perumusan kebijakan yang tepat digunakan 

di Indonesia adalah model analisis kebijakan pendidikan dan model 

implementasi kebijakan publik. 
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Pendahuluan 

Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan mengembangkan dan melaksanakan 

pendidikan secara maksimal (Mukhid, 2017). Secara umum pendidikan merupakan sebuah aktivitas yang 
direncanakan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan dengan tujuan untuk dapat 

meningkatkan kualitas hidup setiap warga negara (Bahri, 2017). Pendidikan pada hakikatnya penting untuk 

dilaksanakan oleh setiap warga negara. Hal ini dikarenakan pendidikan memiliki dampak yang besar bagi 

warga negara dan bangsa itu sendiri. Dengan meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan warga 
negara maka dengan sendirinya akan meningkatkan kualitas diri yang akan berdampak kepada peningkatan 

bangsa (Fitria, 2019). Pendidikan tidak dapat berdiri sendiri. Perlunya pihak penyelenggara yang dapat 

memfasilitasi jalannya pendidikan tersebut (Inah, 2013). Pada hal ini yang bertindak sebagai penyelenggara 
dalam proses pendidikan di sebuah negara adalah pemerintah. Pemerintah harus mampu menyelenggarakan 

pendidikan agar tercapainya tujuan pendidikan yang telah disepakati (Hakim, 2016). 

Di indonesia penyelenggara pendidikan telah diatur diatur oleh UUD 1945 pasal 31 ayat 1,2,3 dan 3 yang 

intinya bahwa pendidikan merupakan hak seluruh warga negara. Warga negara berhak untuk dapat 
melaksanakan pendidikan yang di fasilitasi oleh negara. Selain itu dilahirkannya undang-undang khusus yang 

mengatur pendidikan yaitu UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional membuktikan bahwa 

pemerintah Indonesia memiliki keseriusan dalam mengelola pendidikan warga negara. Selain itu banyaknya 
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peraturan perundang-undangan, keputusan presiden, keputusan mentri dan lain-lainnya membuktikan bahwa 

pemerintah Indonesia bersungguh-sungguh untuk melaksanakan pendidikan bagi warga negara. 

Dengan hal ini membuktikan bahwa pemerintah Indonesia dalam mengelola dan mengatur pendidikan di 

Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Kebijakan-kebijakan ini yang dapat di implementasikan 

dalam proses pelaksanaannya. Kebijakan merupakan sebuah keputusan formal dalam organisasi yang bersifat 

tertulis, mengikat dan mengatur  segala bentuk prilaku yang bertujuan untuk menghasilkan nilai-nilai baru 
dalam kehidupan warga negara (Ramdhani, 2017). Kebijakan ini yang dapat dijadikan referensi utama bagi 

warga negara maupun anggota organisasi dalam berperilaku. Pada hakikatnya sebuah kebijakan harus bersifar 

proaktif dan problem solving (Istanti, 2019). Hal inilah yang membedakan antara hukum dan peraturan. 
Sebuah kebijakan bersifat interpretatif dan adaptif. Kebijakan juga dapat mencirikan proses lokal yang khas 

namun dapat diterapkan secara umum serta memberikan kesempatan untuk menginterpertasikan detail yang 

ada. 

Kebijakan biasanya digunakan oleh aktor dan intitusi organisasi pemerintah dalam kegiatan-kegiatan yang 
berhubungan dengan sistem pemerintah(Simanjutan, 2015). Banyak yang menghubungkan kebijakan dengan 

politik dikarenakan kebijakan berhubungan dengan tindakan politis dan konsekuensi politik (Aziz et al, 2020). 
Maka ada pernyataan bahwa kebijakan merupakan alat untuk mencapai tujuan (a means to an end).  

Pencapaian tujuan yang berhubungan dengan masyarakat pada umumnya (public) akan memerlukan 

sebuah kebijakan publik (Suryono, 2014).  Dalam sebuah kebijakan publik akan berlaku lingkaran kebijakan 
publik yang disebut dengan public cycle yang terdiri dari agenda setting, policy formulation, policy implementation, 

policy evaluation, policy change, dan policy termination (McPhail, 2003). Namun juga ada yang berpendapat 

bahwa kebijakan publik terdiri dari perancangan agenda, merumuskan kebijakan, pengadopsian kebijakan, 

pelaksanaan kebijakan dan penilaian kebijakan. Setiap tahapan yang ada harus diperhatikan dengan 

maksimal. Tahapan ini memaknai bahwa setiap kebijakan yang dibuat dilakukan tahapan dan proses yang 

dikontrol agar dapat menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran (Alamsyah et al, 2020). 

Namun kenyataan dilapangan ditemukan bahwa kebijakan yang dilaksanakan tidak berdasarkan tahapan 

yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi pengingat bagi pemangku kebijakan agar dapat menghasilkan 

kebijakan dengan perumusan yang baik agar dapat memecahkan permasalahan yang ada. Berdasarkan hasil 
referensi dan studi literatur yang penulis lakukan bahwa analisis kebijakan dapat digambarkan melalui 

beragam disiplin ilmu pengetahuan, (Aziz et al, 2020). Maka diperlukan kajian khusus mengenai kebijakan di 

bidang pendidikan.  Analisis model kebijakan di bidang pendidikan sangat perlu untuk dikembangkan 

dikarenakan agar dapat mencapai tujuan  pendidikan yang telah ditetapkan. Ada banyak jenis model 
perumusan kebijakan dalam dunia pendidikan dalam memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan 

pendidikan. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengkaji dan menginformasikan model formulasi kebijakan 

pendidikan agar dapat dijadikan solusi dalam melahirkan kebijakan pendidikan. 

 

Metode 

Metodologi penulisan ini menggunakan metodologi studi kepustakaan. Penulisan artikel ini dilakukan dengan 

mengkaji sebanyak 26 artikel nasional yang berhubungan dengan kebijakan dan pengambilan keputusan yang 
terdapat pada database google scholar. Hasil dari pengkajian kemudian di jabarkan melalui artikel ilmiah. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Ada beberapa model perumusan kebijakan pendidikan yaitu model kelembagaan, model sistem, model 

penyelidikan, model rasional, model inkrementalis, model analisis kebijakan, dan  model pendekatan 
implementasi kebijakan publik. Adapun pembahasannya sebagai berikut: 
 

Model Kelembagaan 
Model kelembagaan ini berprinsip bahwa pemerintah adalah penanggung jawab pembuatan kebijakan, 

(Wibowo, 2013). Apapun yang dihasilkan oleh pemerintah merupakan kebijakan publik. Model kelembagaan 
ini didasari oleh fungsi kelembagaan dari setiap sektor pemerintah dalam merumuskan kebijakan, (Nurain et 

al, 2016). Pemberian kebijakan oleh pemerintah dicirikan dengan lembaga negara memberikan legitimasi, 

kebijakan negara bersifat universal dan kebijakan tersebut dapat dimonopoli dan dipaksakan oleh pemerintah 

kepada masyarakat. Hal ini selaras dengan pendapat yang menyatakan bahwa model lembaga merupakan 
model yang digunakan oleh pemerintah dalam merumuskan kebijakan (Fatem, 2020). Maka oleh sebab itu 

model kelembagaan ini dapat diterapkan dalam merumuskan kebijakan pendidikan di sektor pemerintah. 
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Model perumusan kebijakan pendidikan 

Berdasarkan pengkajian yang penulis lakukan ditemukan bahwa model kelembagaan ini memiliki 

keunggulan yaitu pemerintah dapat menuntun masyarakat untuk dapat melaksanakan kebijakan melalui 
kekuatan dan monopoli kekuasaan yang sah. Namun model ini juga memiliki kelemahan yaitu model ini 

tidak memperhatikaan hubungan antar lembagai dan substansi dari kebijakan itu sendiri.  

Model Sistem 
Model sistem ini dikembangkan oleh ahli yang bernama Paine dan Naumes, (Triastuti, 2003). Model sistem 

merupakan model yang menggambarkan kejadian nyata yang terjadi saat pembuatan kebijakan. Model sistem 
ini disebut juga dengan model deskriptif.  Model sistem ini dirumuskan dari sudut pandang pembuat 

kebijakan. Dalam merumuskan kebijakan dengan model ini pembuat kebijakan dilihat perannya dari proses 

perancangan maupun  pengkoordinasian  dalam menemukan pemecahan masalah yang akan 1) 
memformulasikan kesempatan dan menggunakan bantuan dari aspek internal maupun aspek internal, 2) 

memberikan kepuasan sesuai dengan permintaan lingkungan, dan 3) dapat memberikan kepuasan terhadap 

pembuat kebijakan, (Paiane and Naumes, 1975). 

Model sistem mendeskripsikan bahwa  adanya interaksi antara pembuat kebijakan dan lingkungan sebagai 
hal yang dinamis. Interaksi tersebut dapat berbentuk inputs dan outputs. Outputs yang dihasilkan akan 

menjadi bahagian dari lingkungan yang akan melakukan interaksi dengan organisasi. Model sistem 

mempercayai bahwa kebijakan politik  yang timbul dari interaksi dianggap sebagai masukan sedangkan yang 
dikeluarkan merupakan respon dari setiap tuntutan yang dianggap sebagai luaran sistem politik. Agar setiap 

tuntutan dapat menjadi kebijakan maka diperlukan penyelesaian dari pihak-pihak yang bertentangan. Maka 

sebuah sistem dapat dibangun dari aspek-aspek yang mendukung sistem tersebut. Selain itu juga di dukung 

oleh sub sistem yang salin berhubungan (Walukow, 2012). Dengan saling berinteraksinya sebuah sistem maka 
sistem tersebut akan menghasilkan luaran yang jelas, memiliki akar-akar sistem yang kuat, dan memiliki 

penggunaan yang bersifat otoritas, (Toha dan Himy, 2020). Maka dari penjabaran model sistem tersebut maka 

model sistem dapat di aplikasikan pada kebijakan pendidikan namun perlu adnaya keikutsertaan masyarakat 
secara menyeluruh agar dapat memetakan permasalahan untuk dicarikan solusi yang tepat. 

Berdasarkan kajian yang penulis lakukan ditemukan bahwa model sistem memiliki kelebihan yaitu 

memiliki input dan proses yang jelas dan sesuai prosedur sehingga menghasilkan output yang jelas. Sedangkan 

efisiensi waktu menjadi kelemahan dari model ini dikarenakan membutuhkan waktu yang banyak dalam 
menampun input dan melaksanakan proses sebelum dilahirkannya kebijakan 

Model Penyelidikan Campuran 
Model penyelidikan campuran disebut juga dengan model mixed scanning yang menggunakan aspek-

aspekdari dua pendekatan maupun dua sudut pandang. Model penyelidikan campuran menuntut pembuat 

kebijakan untuk menggunakan teori rasional yang bersifat menyeluruh dan inkrementalisme dengan 
memperhatikan situasi dan kondisi yang berbeda, (Mulyana et al, 2019). Pada beberapa kasus penggunaan 

pendekatan inkrementalisme sangat tepat untuk digunakan namun pada kasus lainnya pendekatan yang 

bersifat komprehensif lebih tepat untuk digunakan. Penggunaan model penyelidikan campuran dapat 
digunakan pada proses kebijakan pendidikan dengan mengambil keputusan yang dilakukan secara 

inkremental dan rasional (Ismail, 2016). 

Berdasarkan kajian yang peneliti lakukan ditemukan bahwa model penyelidikan campuran memiliki 

kelebihan yaitu melihat dari dua sisi utama dan khusus dalam merumuskan kebijakan sehingga kebijakan 
yang ditemukan lebih terperinci namun hal ini menjadi kelemahan karena pembidikan permasalahan tersebut 

hanya difokuskan kepada beberapa daerah saja sehingga banyak daerah yang akan luput dari pantuan. 

Model Proses 
Model proses mengansumsikan bahwa politik merupakan kegiatan yang memiliki proses. Adapun 

tahapan perumusan kebijakan dengan model proses yaitu mengindentifikasi masalah, menyusun agenda, 

merumuskan perancangan kebijakan, pengesahan kebijakan, penerapan kebijakan, dan penilaian kebijakan, 

(Thomas, 2011). Penerapan model proses ini dalam kebijakan pendidikan dapat dilaksanakan dengan 

mengikuti setiap tahapan agar mendapatkan kebijakan yang tepat.  
Berdasarkan kajian yang peneliti lakukan ditemukan bahwa model proses memiliki kelebihan yaitu 

kebijakan yang lahir merupakan bentuk kefokusan terhadap elemen irasinal perumus kebijakan dengan 

memperhatikan setiap kebutuhan masyarakat namun yang menjadi kelemahanya adalah membutuhkan waktu 
yang lama hingga kebijakan dapat di sahkan. 

Model Teori Elite 
Teori elite mengasumsikan bahwa masyarkat terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok pemegang kekuasaan 

(penguasa/ elite) dan kelompok yang tidak memegan kekuasaan (masa),(Suryono, 2014). Teori elite ini 

berpadangan bahwa demokrasi yang dijalankan secara penuh akan memumngkinkan adanya bias dalam 
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merumuskan kebijakan. Hal ini dikarenakan kebijakan yang dihasilkan merupakan bagian dari prefensi politik 

kaum elite, (Sjoraida, 2017). Model ini lebih banyak mempertimbangkan kepentingan elit dibandingkan 
tuntutan dari masyarakat. Maka isu kebijakan yang akan dimasukan dalam proses perumusan kebijakan 

pendidikan menjadi hasil konflik dan kesepakatan dari kaum elit politi tersebut sedangkan masyarakat tidak 

memiliki kekuatan untuk dapat mencampuri kebijakan yang dihasilkan. Oleh sebab itu perlunya 

kebijaksanaan kaum elit politik untuk dapat merumuskan kebijakan yang berlandasan kepentingan umum. 

Berdasarkan kajian yang peneliti lakukan ditemukan bahwa model elit memiliki kelebihan bahwa 

kebijakan yang dihasilkan lebih cepat yang dilandasi dengan konsep dan teori pakar ahli namun kebijakan 

tersebut tidak di tampung dari bawah sehingga masyarakat hanya mengetahui bahwa kebijakan telah ada dan 
wajib untuk dilaksanakan. 

Model Rasional 
Model rasional merupakan kebijakan yang didapatkan dari perolehan sosial maksimum. Artinya bahwa 

model rasional yang digunakan oleh pemerintah harus mampu untuk menghasilkan kebermanfaatan yang 

maksimal bagi masyarakat, (Latifa, 2016). Teori ini mempreskripsikan berbagai bentuk prosedur dalam 
mengambil keputusan yang diperoleh dari cara yang dianggap effisien dalam merumuskan kebijakan. Model 

rasional berasal dari pemikiran rasionalisme dan positifisme yang bersifat ilmiah, (Susanto, 2016). Hal ini 

dikarenakan model rasional meyakini bahwa permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan melalui metode 
yang ilmiah dan rasional. Maka dapat disimpulkan bahwa keputusan publik tidak mengoptimalkan manfaat 

diatas bebas namun hanya memenuhi kriteria pembuat kebijakan sedangkan rasionalitas manusia memiliki 

keterbatasan. 

Berdasarkan kajian yang peneliti lakukan ditemukan bahwa model rasional memiliki keleibihan yaitu 
kebijakan yang akan dilahirkan sesuai dengan kondisi dilapangan namun model ini memiliki kelemahan yaitu 

keterbatasan rasional intelektual dari sipembuat kebijakan. 

Model Inkrementalis 
Model inkrementalis merupakan bentuk dari kritik model rasional. Model ini beranggapan bahwa pembuat 

kebijakan tidak memungkinkan melaksanakan proses seperti model rasional dikarenakan adanya keterbatasan 
pada pembuat kebijakan seperti keterbatasan waktu, intelektual dan biaya, (Handrian et al, 2021). Model ini 

melakukan penyesuaian dengan realitis kehidupan demokratis dan pluralitas serta keterbatasan yang dimiliki 

manusia. Model ini berlandasan bahwa adanya perubahan inkrementalis mengakibatkan adanya proses 
keamanan apabila terjadinya perubahan kebijakan. Segala bentuk pengetahuan yang dipercaya dilandaskan 

kepada satu-satunya acara untuk memperoleh keputusan tanpa memunculkan resiko, (Maulana et al, 2018). 

Maka secara umum dapat disimpulkan bahwa model inkrementalis merupakan model yang yang tidak 

melakukan proses sehingga kurang tepat digunakan dalam proses perumusan kebijakan dikarenakan kebijakan 
dalam pendidikan bersifat kontiniu dan memakan waktu yang lama. 

Berdasarkan kajian yang peneliti lakukan ditemukan bahwa model inkremantalis memiliki kelebihan yaitu 

kebijakan yang dilahirkan lebih cepat karena kebijakan yang dilahirkan merupakan kebijakan yang dianggap 
paling tepat tanpa memikirkan alternatif lainnya namun yang menjadi kelemahanya adalah kebijakan hanya 

dapat diterapkan pada permasalahan yang bersifat rutin. 

Model Analisis Kebijakan Pendidikan 
Model analisis kebijakan merupakan suatu upaya dalam memperoleh dan menghasilkan kebijakan melalui 

proses argumentasi dan metode inkuiri dalam pendekatan disiplin ilmu sosial terapan dengan pengambilan 
keputusan politis dalam upaya memecahkan permasalahan dalam sebuah kebijakan,(Chabibi, 2019). Proses 

analisis dimanfaatkan untuk menggunakan pengetahuan dan pemahaman dasar dalam memecahkan 

permasalahan yang tidak hanya sekedar argumentasi. Model ini terdiri dari 3 bentuk yaitu model prospektif, 
model retrospektif dan model integratif. Model prospektif merupakan model analisis yang dilakukan sebelum 

sebuah kebijakan di implementasikan, (Igbal and Salomo, 2018).  Model retrospektif merupakan model 

analisis kebijakan yang dilakukan setelah kebijakan tersebut diterapkan.  Model integratif merupakan model 

yang menggabungkan kedua analisis kebijakan sebelumnya. Model ini disebut juga dengan model analis 
holistic atau komprehensif. Artinya model ini melakukan analisis sebelum dan sesudah kebijakan tersebut di 

implementasikan. Maka dalam kebijakan pendidikan diperlukan analisis yang dilakukan secara menyeluruh 

baik sebelu dan sesudah kebijakan tersebut di implementasikan. 

Berdasarkan kajian yang peneliti lakukan ditemukan bahwa model ini memiliki kelebihan bahwa kebijakan 

yang dihasilkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarkat namun kebijakan ini akan 

membutuhkan  biaya dan tenaga yang banyak. 
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Model perumusan kebijakan pendidikan 

Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik 
Model pendekatan Implementasi kebijakan publik terdapat dua pendekatan kontrol dan komando (top down) 

serta pendekatan pasar (bottom up), (Nasiri and Hermawan, 2017). Pendekatan ini  mengacu kepada model 

kerangka kerja yang saling berhubungan antara kebijakan dan hasilnya. Pendekatan top down merupakan 
pendekatan yang dilahirkan dari tingkat atas (pusat) sedangkan pendekatan buttom up lebih bersifat rasional, 

(Akib, 2012). Model ini diasumsikan sebagai sebuah alur maupun proses. Model ini memandang proses dari 

perubahan politik dan sosial yang mana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah merupakan hal untuk 
memperbaiki permasalahan yang terdapat pada masyarakat. Maka dapat penulis simpulkan bahwa penerapan 

model ini harus disesuaikan dengan kebutuhan serta tujuan yang akan dicapai dalam pengimplementasian 

pada dunia pendidikan. 

Dari penjelasan mengenai model perumusan kebijakan pendidikan tersebut maka dapat kita lihat terdapat 
banyak model yang bisa digunakan dalam merumuskan kebijakan pendidikan. Masing-masing model 

memiliki kekuatan dan kelemahan yang bisa kita maksimalkan agar dapat melahirkan kebijakan yang tepat 

dengan sasaran. 

Namun berdasarkan kajian  penulis model yang tepat digunakan adalah model analisis kebijakan 

pendidikan dan model implementasi kebijakan publik. Hal ini dikarenakan bahwa kedua model tersebut 

menghasilkan kebijakan menggunakan metode saintifik. Artinya bahwa kebijakan tersebut lahir dari metode 

ilmiah. Sebelum kebijakan dilahirkan, pembuat kebijakan akan menghimpun data dari hal yang mendasar 
hingga hal yang lebih luas sehingga data yang dimiliki lebih komprehensif. Pada saat proses perumusan 

kebijakan juga dilakukan uji coba secara saintifik sehingga pada proses uji coba tersebut didapatkan 

kelemahan-kelemahan yang dapat diperbaiki. Selain itu juga ada bentuk evaluasi terpadu yang digunakan 
untuk menilai keberhasilan kebijakan tersebut. 

 

Simpulan 

Perumusan kebijakan pendidikan sangat penting untuk dilaksanakanagar tujuan pendidikan yang telah 
disusun dapat dicapai secara maksimal. Untuk merumuskan kebijakan pendidikan maka perlu diketahui 

model-model perumusan kebijakan pendidikan tersebut. Ada beberapa model perumusan kebijakan 

pendidikan yaitu model kelembagaan, model sistem, model penyelidikan, model rasional, model 

inkrementalis, model analisis kebijakan, dan  model pendekatan implementasi kebijakan publik. Masing-
masing model kebijakan dapat memiliki kekuatan dan kelemahan. Namun kekuatan dan kelemahan tersebut 

dapat kita sesuaikan dengan kondisi perumusan kebijakan tersebut. Selain itu berdasarkan kajian ditemukan 

model analisis kebijakan pendidikan dan model implementasi kebijakan publik merupakan model yang tepat 
untuk digunakan di Indonesia. 
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